Penguatan Kelembagaan Lokal Melalui  Pendekatan Modal Sosial Di Kabupaten Mamuju Utara Sulawesi Barat by Dr. Ir. MS., Rahmadanih
0PENGUATAN KELEMBAGAAN LOKAL MELALUI  PENDEKATAN
MODAL SOSIAL
DI KABUPATEN MAMUJU UTARA SULAWESI BARAT
Oleh :
Sitti Bulkis, Saleh S. Ali , Darmawan Salman, Rahmadanih., Amrullah dan Rusli Rukka1*
1Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin
*sosekta@agri.unhas.ac.id
ABSTRAK
Pengalaman empirik  menunjukkan bahwa  masyarakat yang mempunyai modal sosial yang
tinggi mempunyai “kecenderungan” yang lebih cepat dibandingkan dengan masyarakat yang
mempunyai modal sosial rendah. Dilain pihak, pemahaman masyarakat (secara umum)
mengenai modal sosial itu sangat minim sekali maka  kajian ini bertujuan untuk : (1)
mengidentifikasi hubungan kelembagaan/organisasi social dengan modal sosial, (2)
Merumuskan kebijakan dalam rangka pengembangan modal sosial masyarakat dan (3)
mengembangkan model “penguatan kelembagaan” yang didasarkan pada modal masyarakat
dalam menunjang pembangunan di Mamuju Utara.  Kajian ini didesain dengan pendekatan
kualitatif  yang didukung dengan data dan informasi kuantitatif. Pengumpulan data kualitatif
dilakukan dengan metode FGD dan intepth interview terhadap kelembagaan tingkat
kabupaten, kecamatan dan desa, sedangkan data kuantitatif dikumpulkan melalui metode
survey yang dilakukan terhadap 200 rumahtangga petani sampel. Analisis data kualitatif
dilakukan dengan metode induktif analitik  sedangkan data kuantitatif  dianalisis melalui uji
statistik dengan correlations Sperman’s rho. Hasil kajian menunjukkan bahwa  modal sosial
yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Mamuju Utara cukup tinggi yang terwujud
dalam bentuk partsisipasi, jaringan sosial dan kepercayaan antar individu, individu dengan
kelompok. Kebijakan dalam rangka pengembangan modal sosial dapat dilakukan melalui
penguatan daya organisir diri dan jaringan masyarakat serta fasilitasi pengelolaan
sumberdaya secara multipihak. Adapun strategi dan arah kebijakan pengembangan
kelembagaan lokal dapat dilakukan melalui pemberian dukungan pada kelembagaan lokal
yang ada  yang disertai dengan pengembangan organisasi/lembaga baru.
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1PENDAHULUAN
Beberapa tahun terakhir ini, di seluruh dunia, orang kian banyak berbicara tentang
pembangunan berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat.   Keberhasilan kegiatan
pemberdayaan masyarakat selain dapat dilihat dari meningkatkan kapasitas (capacity
building) masyarakat/individu, ditentukan pula dengan menguatnya kelembagaan masyarakat
(Institution strengthening).  Dengan menguatnya kelembagaan dan meningkatnya kapasitas
masyarakat, dapat mempengaruhi keberlanjutan  pembangunan.
Sejarah menunjukkan bahwa di negara-negara maju, kelembagaan yang kuat
merupakan kunci dari keberhasilan pengelola negara, pembangunan, pasar dan perdagangan.
Kelembagaan adalah sekumpulan aturan main, prosedur, norma dan etika berperilaku yang
dirancang (dan disepakati) untuk membatasi tingkah laku individu (Nort, 1981). Lembaga
dalam masyarakat terdiri atas lembaga masyarakat setempat (kelembagaan lokal) dapat
diartikan sebagai norma atau aturan sosial yang telah berkembang secara tradisional dan
terbangun atas budaya lokal sebagai komponen dan pedoman pada beberapa jenis/tingkatan
lembaga sosial yang saling berintegrasi dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
Pengalaman empirik menunjukkan bahwa masyarakat yang mempunyai modal sosial
yang tinggi mempunyai kecenderungan perkembangan yang lebih cepat dibanding dengan
masyarakat yang mempunyai modal sosial rendah. Robert Putnam (1995) yang melakukan
penelitian di Italia menemukan bahwa Italia bagian utara yang mempunyai kemajuan yang
tinggi disebabkan karena tingginya modal sosial masyarakatnya dibanding dengan Italia
bagian selatan. Secara sederhana modal sosial dapat diartikan sebagai seperangkat nilai atau
norma informal yang dimiliki bersama oleh anggota suatu kelompok yang memungkinkan
kerjasama diantara mereka (Fukuyama, 1999), dalam rangka menemukan solusi terhadap
permasalahan yang dihadapi. Didalam modal sosial terdapat seperangkat nilai yang menjadi
dasar timbulnya kerjasama yang membentuk jaringan sosial dalam suatu persekutuan hidup
(Putnam, 1993). Nilai-nilai yang menjadi dasar kerjasama itu antara lain adalah nilai
kejujuran, kepercayaan, kepatuhan, dan saling menghargai.
Hakekat dan modal sosial adalah kerjasama yaitu suatu bentuk proses sosial dasar
yang memungkinkan hidup dan berkembangnya suatu masyarakat. Kerjasama adalah suatu
proses dimana lebih dan satu individu saling berhubungan (berinteraksi) dalam rangka
mencapai suatu tujuan bersama. Agar proses itu dapat berlangsung dengan baik maka ada
sejumlah nilai yang menjadi pegangan, perekat atau pemersatu diantara mereka orang-orang
yang terlibat dalam kerjasama itu. Nilai-nilai tersebut seperti nilai kepercayaan, kejujuran,
kepatuhan, dan saling menghargai. Jika nilai-nilai itu dipegang dan dipatuhi oleh setiap
individu dalam proses kerjasama itu, maka kerjasama itu akan berjalan baik dan bertahan
lama, dan sebaliknya manakala nilai-nilai itu sudah tidak dipatuhi lagi maka kerjasama itu
akan bubar dengan sendirinya. Dalam penelitian ini, modal yang menjadi fokus adalah
Partisipasi, Jaringan sosial dan Kepercayaan (Ridhel, 1997). Adapun tujuan khusus: (a)
Mengidentifikasi modal sosial dan kelembagaan lokal masyarakat; (d) Merumuskan
kebijakan dalam rangka pengembangan modal sosial Masyarakat Mamuju Utara; (e)
Mengembangkan model “penguatan kelembagaan” yang didasarkan pada modal
sosial masyarakat dalam rangka  menunjang pembangunan di Mamuju Utara.
2METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang didukung dengan data
dan informasi kuantitatif yang ditujukan untuk lebih menggambarkan kondisi spesifik potensi
sumberdaya-sumberdaya daerah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mamuju Utara pada 5
desa dan 3 kelurahan terpilih yaitu : Kelurahan Martajaya dan Desa Karya Bersama
(Kecamatan Pasangkayu); Kelurahan Bambalamotu dan Desa Randomayang (Kecamatan
Bambalamotu); Kelurahan Baras dan Desa Balanti (Kecamatan Baras); Desa Sarudu dan
Desa Kumasari (Kecamatan Sarudu). Pengumpulan data dilakukan dengan memadukan
antara  metode survey, FGD (Focus Group Discussion) terbatas , dan indepth study.  Selain
itu, pengamatan langsung ke lapangan dengan tujuan untuk mengetahui operasionalisasi
”modal sosial” masyarakat. Pada penelitian  ini ada dua sumber data utama yaitu : (1)
rumahtangga sebanyak 200 rumahtangga (masing-masing desa/kelurahan sebanyak 25
rumahtangga;  (2) pejabat dan tokoh masyarakat baik pada tingkat kabupaten, kecamatan
maupun desa/kelurahan. Analisis data yang dilakukan untuk menjawab tujuan kajian  ini
adalah metode analisis deskriptif kualitatif atau lebih tepatnya teknis analisis komponensial
(componential analysis). Analisis data kuantitatif menggunakan analisis statistik
”Correlation” untuk melihat hubungan antara variabel-varibel penelitian, misalnya hubungan
antara jumlah keiukutsertaan dalam kelembagaan dengan Tingkat Modal Sosial.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Jenis dan Jumlah Kelembagan/Organisasi Lokal
Di Kabupaten Mamuju Utara, Secara umum terdapat 11 (sebelas) jenis
kelembagaan/organisasi local yang tersebar di 4 kecamatan. Adapun kelembagaan/organisasi
local yang dimaksud adalah : (1) Gotong royong, (2) Kelompok tani/ternak, (3) Kelompok
Wanita (berupa Dharmawanita dan kelompok PKK), (4) Kelompok rohani (berupa majelis
ta’lim/pengajian-pengajian dan  Jama’ Tabliq, (5) Kelompok arisan (yang terdiri dari arisan
dharmawanita, arisan PKK, arisan kelompok pengajian, arisan keluarga, arisan lingkungan
tempat tinggal dan arisan lingkungan kerja),  (6) Kelompok Nelayan, (7) Koperasi, (8)
Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), (9) PNPM/SPP, (10) Lembaga Keuangan Mikro  dan
(11) Kelompok penerima bantuan modal yang disebut dengan “Kelompok Sabar Mandiri”.
Pada kelurahan atau desa yang wilayahnya relatif dekat dari ibukota kecamatan ditemukan
pula 7 jenis kelembagaan/organisasi lokal yang lain yaitu : (1) LSM; (2) WKPP; (3) Dasa
Wisma, (4) KB, (5) Laskar Merah Putih, (6) Parpol, (7) Aliansi Guru Honor.
B. Hubungan Kelembagaan/Organisai Lokal dengan Modal Sosial
Pada unsur Partsisipasi ada beberapa jenis peran atau dukungan  yang dapat diberikan
oleh responden terhadap kelembagaan lokal/organisasi sosial yang ada pada masing-masing
desa di empat kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mmuju Utara. Dukungan tersebut dapat
berupa  (1) uang, (2) tenaga, (3) waktu,  (4) konsumsi, bahkan (5) pemikiran atau ide-ide.
Pada semua desa/kelurahan memperlihatkan adanya hubungan yang sangat
significant antara jumlah kelembagaan/organisasi yang diikuti dengan jumlah partisipasi atau
dukungan yang diberikan oleh masyarakat terhadap kelembagaan/oraganisasi tersebut Ada
beberapa variasi jumlah organisasi yang diikuti responden pada setiap desa/kelurahan di
masing-masing kecamatan. Jumlah maksimal organisasi yang diikuti oleh responden di setiap
desa/kelurahan berkisar antara 3-5 jenis organisasi.
3Tabel 1. Hubungan antara Jumlah Kelembagaan Lokal/Organisasi Sosial yang Diikuti
dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Mamuju Utara, 2009.
Unsur
Modal
Sosial
Kecamatan Desa/   Kelurahan
Spearman's rho  Correlations :
Correlation
Coefficien
Sig. (2-tailed) N
Partsipasi
Sarudu Sarudu 0,642(**) 0,001 25
Kumasari 0,917(**) 0,001 25
Baras Baras 0,837(**) 0,001 25
Bambaloka 0,940(**) 0,001 25
Pasangkayu Martajaya 0,572(**) 0,003 25
Karya Bersama 0,694(**) 0,000 25
Bambalamotu Bambalamotu 0,870(**) 0,000 25
Randomayang 0,936(**) 0,000 25
Jaringan
Ekonomi
Sarudu Sarudu 0,764(**) 0,000 25
Kumasari 0,904(**) 0,000 25
Baras Baras 0,863(**) 0,000 25
Bambaloka 0,670(**) 0,000 25
Pasangkayu Martajaya 0,819(**) 0,000 25
Karya Bersama 0,576(**) 0,003 25
Bambalamotu Bambalamotu 0,856(**) 0,000 25
Randomayang 0,870 (*) 0,000 25
Jaringan
Sosial
Sarudu Sarudu 0,837(**) 0,000 25
Kumasari 0,944(**) 0,000 25
Baras Baras 0,907(**) 0,000 25
Bambaloka 0,790(**) 0,000 25
Pasangkayu Martajaya 0,853(**) 0,000 25
Karya Bersama 0,819(**) 0,000 25
Bambalamotu Bambalamotu 0,856(**) 0,000 25
Randomayang 0,874(**) 0,000 25
Kepercaya
an Antar
Anggota
Sarudu Sarudu 0,548(**) 0,005 25
Kumasari 0,456  (*) 0,022 25
Baras Baras 0,792(**) 0,000 25
Bambaloka 0,606(**) 0,001 25
Pasangkayu Martajaya 0,731(**) 0,000 25
Karya Bersama 0,508(**) 0,010 25
Bambalamotu Bambalamotu 0,578(**) 0,002 25
Randomayang 0,436  (*) 0,029 25
Kepercaya
an
Anggota
terhadap
Pengurus
Sarudu Sarudu 0,734(**) 0,000 25
Kumasari 0,456  (*) 0,022 25
Baras Baras 0,790(**) 0,000 25
Bambaloka 0,617(**) 0,001 25
Pasangkayu Martajaya 0,784(**) 0,000 25
Karya Bersama 0,881(**) 0,000 25
Bambalamotu Bambalamotu 0,659(**) 0,000 25
Randomayang 0,509 **) 0,009 25
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
*    Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)
Hasil analisis korelasi Spearman’s rho sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1. di atas
menunjukkan adanya hubungan yang sangat nyata (Sig. < 0,01) antara jumlah atau
banyaknya kelembagaan/organisasi local yang diikuti responden dengan tingkat partisipasi,
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kelompok dan pengeurus lembaga. Pengalaman-pengalaman baik yang didapatkan dari
interaksi mereka pada banyak organisasi sosial menyebabkan tingkat kepercayaan antar
sesama anggota semakin kuat.
Seperti  yang telah diketahui bahwa di bumi ini, tidak akan ada kehidupan dalam
”kesendirian” baik tumbuh-tumbuhan dan  hewan apalagi dengan manusia. Tuhan akan
memberikan rezeki kepada umat manusia melalui  hubungan dengan orang lain. Dengan
demikian, jaringan sosial dalam kehidupan ini sangat dibutuhkan, terutama terhadap
lingkungan sekitar,  baik terhadap manusia sebagai individu maupun terhadap kelompok
manusia (masyarakat) atau organisasi sosial. Bila suatu ketika, seseorang atau suatu keluarga
menghadapi masalah dan tidak mampu diselesaikan sendiri, tentu saja membutuhkan bantuan
dari berbagai pihak. Pihak-pihak yang dapat membantu persoalan sosial dan ekonomi
rumahtangga pada delapan desa di Kabupaten Mamuju Utara antara lain sanak keluarga,
tetangga, sesama anggota kelompok, pengurus koperasi, tokoh masyarakat, tengkulak dan
teman dari luar desa.  Setiap rumahtangga  pada masing-masing desa/kelurahan, dapat
meminta bantuan lebih dari satu pihak, tergantung jenis masalah yang dihadapi.
Bila mengacu pada pemikiran Sugiyono (2008), eratnya hubungan antara banyaknya
kelembagaan lokal/organisasi sosial yang diikuti oleh responden  dengan banyaknya pihak
yang dapat dimintai bantuan ekonomi “sangat kuat” baik  di Kelurahan Bambalamotu
maupun di Desa Randomayang (nilai r berada diantara 0,80 – 1,00). Seperti halnya dengan
persoalan ekonomi, ketika responden menghadapi masalah sosial maka mereka juga dapat
menghubungi beberapa pihak  agar masalah yang dihadapi dapat terbantu.
C. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Modal Sosial untuk Pembangunan
di Mamuju Utara
Berdasarkan uraian tentang deskripsi kasus organisasi dan kelembagaan lokal serta
persepsi masyarakat yang menggambarkan karakteristik dan tingkat eksistensi modal sosial
di Kabupaten Mamuju Utara, maka untuk menguatkan modal sosial dan kelembagaan lokal
agar masyarakat dan pemerintah dapat lebih berkapasitas mengatasi isu strategis
pembangunan kedepan, diajukan beberapa strategi dan arah kebijakan pengembangan modal
sosial untuk pembangunan Kabupaten Mamuju Utara sebagai berikut.
1. Penyadaran visi bersama secara jangka menengah dan jangka panjang
Esensi dari modal sosial adalah kemampuan masyarakat mewujudkan tujuan bersama
secara  terkordinasikan. Dalam konteks pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Utara,
tujuan bersama bagi setiap pemangku kepentingan adalah substansi yang termaktup dalam
visi pembangunan daerah, baik visi pembangunan daerah secara jangka menengah (lima
tahun) maupun secara jangka panjang (dua puluh tahun). Visi pembangunan daerah sebagai
visi bersama semua stakeholder merupakan “medan magnet” yang bisa mengarahkan
perilaku individu/stakeholder untuk terkordinasikan mewujudkan tujuan bersama. Karena itu,
penyadaran tentang visi bersama tatanan daerah menjadi keniscayaan dalam menguatkan
modal sosial masyarakat dalam berkontribusi kepada pembangunan daerah, khususnya yang
terkait modal sosial kognitif tentang “medan magnet” bagi pencapaian tujuan bersama.
2. Penguatan daya organisir diri dan jaringan masyarakat
Didalam masyarakat menjalankan tindakan terkordinasikan untuk mencapai tujuan
bersama, dituntut adanya kemampuan pengorganisasian diri. Melalui organisasinya, individu
dapat menumpukan pemecahan masalah/pemenuhan kebutuhannya yang sifatnya terkait
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masyarakat menjadi anggota sebuah organisasi maka semakin banyak alternatif wadah bagi
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan/memecahkan masalahnya.
Berdasarkan penelusuran atas delapan desa pada empat kecamatan, ditemukan bahwa
wadah pengorganisasian diri masyarakat berkembang dalam berbagai bentuk yakni: 1. Aksi
kolektif gotong royong, 2. Kelompok tani/ternak, kelompok wanita  (Dharmawanita/PKK), 3.
Kelompok rohani (maajelis ta’lim, pengajian dan sebagainya), 4. Kelompok arisan
(Dharmawanita, PKK, kelompok pengajian, keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan
kerja), kelompok nelayan, koperasi, posyandu, usaha simpan pinjam perempuan
(SPP/PNPM), lembaga keuangan mikro, kelompok penerima bantuan modal. Bentuk-bentuk
pengorganisasian diri ini tersebar pada Kelurahan/Desa Bambalamotu dan Randomayang
(Kecamatan Bambalamotu), Martajaya dan Karya Bersama (Kecamatan Pasangkayu), Baras
dan Randomayang (Kecamatan Bambaloka), Sarudu dan Kumasari (Kecamatan Sarudu).
Dengan gambaran entitas pengorganisasian diri yang demikian,  terlihat bahwa
wadah pengorganisasian diri masyarakat lebih banyak terfokus pada aspek kehidupan yang
terkit dengan bidang sosial budaya, sementara entitas organisasi yang bergerak dibidang
perekonomian kurang signifikan. Dalam pelaksanaan pembangunan kedepan, penguatan daya
organisir diri masyarakat tidak hanya diperlukan bagi penyelesaian isu strategis bidang sosial
budaya melainkan juga untuk mengatasi masalah terkait pemecahan isu strategis bidang
demografis, perekonomian, sosial budaya  dan pemerintahan.
3. Fasilitasi pengelolaan sumberdaya secara multipihak
Selain penyadaran dan pengorganisasian, upaya penguatan modal sosial dalam
pembangunan di Kabupaten Mamuju Utara juga perlu dikomplementasi dengan praktek
pengelolaan sumberdaya yang bisa membelajarkan persentuhan multipihak. Melalui
persentuhan multipihak dalam pengelolaan sumberdaya,  kesadaran akan visi bersama serta
kemampuan pengorganisasian diri akan tercapai melalui proses mengalami sambil belajar
(experiencial learning process). Dalam manajemen pembangunan, praktek pengelolaan
sumberdaya secara multipihak lazim juga disebut sebagai pendekatan kolaboratif, yang
didalamnya berkontribusi pihak pemerintah, swasta/pengusaha dan komunitas/masyarakat
sipil dalam pencapaian visi bersama.
D. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Lokal untuk
Pembangunan di Mamuju Utara
Selain strategi dan kebijakan yang bersifat umum untuk penguatan modal sosial
masyarakat, pencapaian efektivitas dan efisiensi pembangunan Kabupaten Mamuju Utara
kedepan juga memerlukan upaya penguatan kelembagaan pada setiap lokalitas
desa/kelurahan maupun kecamatan bagi setiap isu strategis pada aspek geomorfologis,
demografis, perekonomian, sosial-budaya dan pemerintahan. Terdapat beberapa strategi
pengembangan kelembagaan lokal yang perlu dijalankan secara komplementatif, yakni
strategi pemberian dukungan, strategi pengembangan SDM dan katalisator lokal, dan strategi
pengembangan organisasi/kelembagaan baru.
1. Strategi Pemberian Dukungan pada Kelembagaan Lokal yang Ada
Melalui strategi ini, kelembagaan lokal yang ada diberikan dukungan dalam berbagai
bentuk. Pertama, dukungan melalui bantuan teknis. Dukungan ini diberikan bila kelembagaan
lokal yang eksis pada sebuah lokalitas memiliki aturan main dan struktur serta aktivitas
pencapaian tujuan yang berjalan fungsional. Dukungan bantuan teknis berupa bantuan
teknologi, manajemen dan finansial diberikan guna memperkuat fungsi dari kelembagaan
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ditumpukan pengelolaannya melalui kelembagaan lokal yang didukung bantuan teknis.
Kedua, dukungan melalui fasilitasi. Strategi ini digunakan untuk kelembagaan lokal
yang fungsinya kurang optimal sehingga memerlukan penguatan struktur dan kerangka
tujuan serta aturan main. Ini dilakukan dalam bentuk pendampingan kepada kelembagaan
tersebut dengan fokus pada fasilitasi perumusan tujuan dan aturan main kelembagaan serta
penguatan struktur keorganisasian dari kelembagaan tersebut. Setelah upaya fasilitasi ini,
barulah pelaksanaan fungsi kelembagaan lokal dalam memecahkan isu strategis
pembangunan bidang geomorfologis, demo9grafis, perekonomian, sosial budaya dan
pemerintahan lokal.
Ketiga, fungsi dorongan/promosi. Strategi ini diterapkan dalam bentuk
pengembangan fungsi/tujuan baru pada kelembagaan lokal yang ada, terutama kelembagaan
yang struktur dan arah tujuannya terdefiniskan dengan baik serta telah fungsional dalam
dalam mengelola masalah-masalah lokal sebelumnya. Dalam rangka memecahkan isu
strategis pembangunan kedepan, fungsi-fungsi baru terkait hal tersebut ditumpukan pada
kelembagaan yang ada sambil bantuan teknis dan fasilitasi berjalan.
Keempat, pembelajaran sosial. Dalam dukungan ini, kelembagaan lokal
dikembangkan melalui pendampingan pengelolaan program/kegiatan, yang didalamnya
kelembagaan lokal didampingi dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi
program/kegiatan secara bersiklus, sedemikian rupa sehingga melalui siklus tersebut
kapasitas kelembagaan meningkat secara gradual dan berkelanjutan. Ini dapat dilakukan
melalui pengelolaan program/kegiatan terkait isu strategis pada berbagai bidang
pembangunan.
2. Strategi Pengembangan Organisasi/Lembaga Baru
Strategi ini diterapkan untuk pengelolaan isu strategis pembangunan daerah dimana
kelembagaan lokal yang bisa diandalkan untuk pengelolaannya belum berkembang dalam
masyarakat. Dalam kondisi demikian, pemecahan setiap isu strategis disertai dengan upaya
pembentukan kelembagaan baru, baik dalam format aturan main maupun dalam format
strukturalnya. Agar keberlanjutan dari kelembagaan/organisasi bentukan dapat terjamin,
upaya pelembagaan harus demikian signifikan sedemikian rupa sehingga aturan main dan
struktur keorganisasian yang dihantarkan dapat fungsional secara berakar dalam masyarakat.
KESIMPULAN
Organisasi sosial/kelembagaan lokal yang berkembang selama ini di Kabupaten
Mamuju Utara diprakarsai oleh pemerintah, swasta dan masyarakat serta  prakarsa bersama
antara  stakeholders pembangunan tersebut. Pembentukan organisasi sosial didasari oleh
berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemerintah untuk mendukung program/kegiatan
pembangunan, serta kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya dan
kepentingan swasta dalam mewujudkan tujuan ekonominya.
Pada umumnya responden di Kabupaten Mamuju Utara mengikuti lebih dari satu
organisasi sosial untuk mencapai tujuan atau untuk memenuhi kebutuhan finansial atau
kebutuhan sosial/spritualnya. Perbedaan jumlah organisasi sosial yang diikuti, bervariasi
antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Variasi jumlah organisasi sosial yang
diinginkan/diikuti, dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan/kebutuhan responden dalam
mewujudkan kesejahteraannya. Kesediaan mereka untuk tetap menjadi anggota organisasi
sosial tertentu juga didasari oleh adanya manfaat yang dirasakan oleh responden. Meskipun
demikian pada umumnya mereka merasakan organisasi sosial lebih bermanfaat di waktu
lampau dibanding dengan waktu sekarang.
7Untuk mendapatkan kemanfaatan dari organisasi sosial, maka responden harus
memberikan berbagai dukungan terhadap organisasi sosial yang diikuti. Peran atau dukungan
yang diberikan responden terhadap organisasi sosial dapat berupa uang, tenaga, waktu,
konsumsi dan pemikiran atau ide. Jenis dukungan yang diberikan mereka terhadap organisasi
sosial pada umumnya lebih lebih dari satu jenis.
Manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonomi maupun untuk memenuhi kebutuhan
sosialnya, mereka membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Pihak-pihak yang biasa
dimintai bantuan dalam memenuhi kebutuhan tersebut mereka dapat meminta bantuan dari
sanak keluarga, tetangga dekat rumah, sesama anggota kelompok, pengurus koperasi, tokoh
masyarakat, tengkulak dan teman dari luar desa. Banyaknya pihak yang dapat dimintai
bantuan responden pada umumnya lebih dari satu pihak. Ada korelasi yang signifikan antara
jumlah organisasi sosial yang diikuti dengan banyaknya pihak yang dapat dimintai bantuan.
Korelasi ini sekaligus mengindikasikan bahwa semakin banyak organisasi sosial yang diikuti
maka akan semakin berpeluang bagi mereka untuk mendapatkan bantuan dari berbagai pihak.
Kepercayaan responden pada umumnya cukup tinggi (percaya dan sangat percaya)
terhadap sesama anggota kelompoknya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mereka
memiliki modal sosial yang cukup baik untuk dapat bekerjasama dalam mewujudkan
kesejahteraannya. Tingkat kepercayaan anggota kelompok tampaknya semakin baik sejalan
dengan semakin banyaknya interaksi mereka dengan orang lain. Pengalaman-pengalaman
baik antar mereka sangat mendukung terwujudnya kepercayaan antara sesama anggota
kelompok. Hal yang sama juga terlihat kecenderungan hubungan antara jumlah organisasi
sosial yang diikuti dengan tingkat kepercayaan terhadap pengurus organisasi sosial.
Berbagai permasalahan penting berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Mamuju
Utara memerlukan strategi pengembangan kelembagaan. Beberapa strategi pengembangan
kelembagaan lokal yang perlu dijalankan secara komplementatif, diantaranya adalah strategi
pemberian dukungan, strategi pengembangan SDM dan katalisator lokal, serta strategi
pengembangan organisasi/kelembagaan baru.
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